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BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NOMOR 31 TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 
2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI JOMBANG, 

a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu 
dilakukan beberapa perubahan; 

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam Peraturan 
Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana te1ah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Penge101aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK02/2018 
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Penge101aan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2006 Nomor IS/A) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2017 Nomor 12/ A); 

10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2018 Nomor IS/A); 

11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A); 

12. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2018 Nomor 68/ A), sebagaimana te1ah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 
Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2019 Nomor 8/A); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 
2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 
28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pe1aksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 
28/ A) diubah sebagaimana berikut : 
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1. Ketentuan dalam Lampiran BAB II Angka 5 Huruf N 
ditambah tabel sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Honorarium Tim Tanggap Darurat 
Bencana (Tagana) 

No URAIAN ORANG/BULAN 

1 Ketua 400 
2 Wakil Ketua 350 
3 Sekretaris 300 
4 Anggota 250 

Catatan : dilaksanakan bilamana ada bencana. 

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB III Huruf E angka 7 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

SKPD/Unit Kerja selain Dinas Komunikasi dan 
Informatika, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian 
Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
dan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
hanya diperkenankan be1angganan media cetak harian 
paling banyak 3 (tiga) terbitan. 

3. Ketentuan dalam Lampiran BAB III Huruf E sete1ah angka 
9 ditambah 1 (satu) angka yakni 9a, berbunyi sebagai 
berikut: 

9a. Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian 
permasalahan hukum yang memerlukan 
pendampingan hukum, maka Bagian hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat 
meminta pendampingan hukum dengan diberikan 
honorarium sebagai berikut: 

a. Pendampingan pe1aksanaan penyelesaian 
permasalahan hukum dari APH atau Instansi 
Vertikal di wilayah Kabupaten Jombang diberikan 
honorarium sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah) per orang per kehadiran. 

b. Pendampingan pe1aksanaan penyelesaian 
permasalahan hukum dari APH Provinsi Jawa 
Timur diberikan honorarium sebesar 
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per 
kehadiran. 

c. Pendampingan pelaksanaan penye1esaian 
permasalahan hukum dari Ahli Akademisi 
diberikan honorarium sebesar Rp.2.000.000,00 
(satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per 
kehadiran. 
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4. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf B Tabe1 4.2 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

B. Honorarium Staf Pengelola Keuangan Pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang 
Khusus Mengelola Belanja Pegawai 

Tabel 4.2 Honorarium Staf Pengelola Keungan Pada 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Yang Khusus Mengelola Belanja 
Pegawai 

URAIAN BIAYA 

1.000 

5. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf G diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

G. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Honorarium yang diberikan kepada PNS Daerah di 
Iingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
yang melaksanakan tugas rutin se1aku Pengurus 
Barang/Penyimpan Barang dan Panitia 
Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah. 
Pengurus Barang Pembantu ada di Sekretariat Daerah, 
RSUD Jombang, RSUD Ploso, Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian, UPT Dinas dan SMP Negeri. 

6. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf G Tabel 4.7.2 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

TabeI4.7.2 Honorarium Petugas Legalisasi/Perforasi 
Benda Berharga di Badan Pendapatan 
Daerah, Panitia Penghapusan/Panitia 
Penjualan Barang Milik Daerah 














